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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR e? TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BURU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasar 32 ayat (1)

Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah Daerah wajib
men)rusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2Al9;
bahwa Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

mengacu pada RKP;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2AD;

Undang-Undang Nornor 46 Tahun lggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2OO0 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



2.

3.

4.

5.

6.

7.

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a28);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Fusat dengan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa\$;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Aru Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang

pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI8 tentang Standar

Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al8 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6L781;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2}ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata cata Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata cata Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

PembangUnan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor l3l2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018

tentang Penyusuunan Rencana Kerja Pernerintah Daerah

Tahun 2Ol9;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman PenSrusunan Anggarafi Pendapatan dan



Belanja Daerah Tahun 2a19 @erita Negara Republik

Indonesia Tahun ZOLB Nomor 7OL\;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Bum Tahun

2A16 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor L0 Tahun 2OtT

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Daerah Kabupaten BurL Tahun 2afi-2o22 (Lembaran

daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol7 Nomor 1O);

17. Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2ol7 tentang

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan PembangUnan Daerah Kabupaten Buru

{Berita Daerah Kabupaten Bum Tahun 2oL7 Nomor 65};

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN

ANGGARAN 2OL9.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1) Daerah adalah KabuPaten Buru;

2l Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonorn;

Bupati adalah BuPati Buru;

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru'

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah yang selanjutnya disebut

BAPPEDA aatau sebutan lainnya adalah unsure perencanaan

penyelenggaraan Pemerintah yang melaksanakan tugas dan

mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan pen1rusunan'

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah;

3)

4l

5)

6)



7l

8)

3)

4l

U

2l

pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten

Buru adalah Bupati Buru dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut

RKPD Kabupaten Buru adalah dokurnen perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Buru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD

d.engan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk

jangka waktu 1 {satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1

(satu) mernuat rancangan ekonomi makro, prioritas pernbangunan dan

kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dengan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat 1 (satu)

dan ayat 2 (dua) disusun untuk menjarnin keterkaitan dan konsistensi

antar a perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam men]rusun Kebijakan umum Anggaran RAPBD

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.

b. Pemerintah Daerah dalam men]rusun Plafon Anggaran Sementara

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2OI9.

c. Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalarn men)rusun RKA-OPD sesuai

pedoman pen1rusunan yang ditetapkan oleh Bupati'

Pasal 3

Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian dalam

program/kegiatan dalam RKPD Yang

Tahun Anggaran 2Ot9.

jajaran Pemerintah Daerah melaksanakan

dituangkan dalam APBD Kabupaten Buru

Pasal 4

Dinas/Badan/KantorlBagian dalam jajaran pemerintah daerah dapat

melakukan konsultasi dan koord.inasi dengan Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Buru dalam menJrusun RKA-PD'

Pasal 5

Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Burr melakukan

pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Buru Tahun

Anggaran 2}lg yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang telah

dijabarkan d,alam Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara serta RKA-PD

sebagai dasar pen]rusunan RAPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2Ol9

sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 21 Mei 2Ol8

)r/

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 21 Mei 2018

I SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BURU,

\N-r
D ASSAGA\

Paraf Koordinasi

Kepala BAPPEDA
"f

Kabag Hukune t

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2OI8 NOMOR J?


